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ABSTRAK

Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah pengembalian aset
yang dimiliki oleh negara. Upaya pengembalian aset negara ini dapat ditempuh
melalui upaya penyitaan yang nantinya dilanjutkan kepada perampasan apabila
benar tebukti hasil dari tindak pidana korupsi. Dalam upaya penyitaan tindak
pidana korupsi, KPK, Kejaksaan, dan kepolisian merupakan lembaga yang berhak
untuk melakukan upaya tersebut. Penyitaan ini selain digunakan untuk
pembuktian tindak pidana korupsi di pengadilan, juga dilakukan dalam rangka
pelaksanaan pidana tambahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam praktiknya seringkali upaya pengembalian aset tersebut terhalangi karena
aset yang menjadi objek penyitaan beralih kepada pihak lain, yang mana telah
memenuhi kewajiban atas apa yang diterima dan dengan posisi pihak ketiga tidak
mengetahui bahwa aset tersebut dari pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga atas
kepemilikan tersebut pihak ketiga wajib untuk dilindungi oleh undang-undang.
Dengan demikian penting untuk dilakukan pengaturan upaya pengembalian aset
negara yang juga memberikan perlindungan kepada pihak ketiga beritikad baik.

Kata Kunci : Pidana, Korupsi, Penyitaan.
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ABSTRACT

One of the efforts to eradicate corruption is the return of assets owned by the
state. Efforts to return state assets can be pursued through confiscation efforts
which will later proceed to confiscation if the results of corruption are proven. In
an effort to confiscate a criminal act of corruption, the KPK, the Attorney
General's Office and the police are the institutions that have the right to make
such efforts. Apart from being used to prove a criminal act of corruption in court,
this confiscation was also carried out in the context of implementing additional
crimes stipulated in statutory regulations. In practice, efforts to return these
assets are often impeded because the assets which are the object of confiscation
are transferred to other parties, who have fulfilled the obligations for what was
received and in the position of the third party they do not know that the assets are
from the perpetrator of corruption. So that the ownership of the third party must
be protected by law. Thus it is important to make arrangements for efforts to
return state assets that also provide protection to third parties in good faith.

Keywords: Criminal, Corruption, Confiscation

X

SKRIPSI UPAYA HUKUM PENYITAAN... ANGGA AKBAR PRAMUDIANTO



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo.
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan berlakunya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Perubahan Hukum Pidana
untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang
Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun
1958;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 387);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4149);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang 197) ;

Xi

SKRIPSI UPAYA HUKUM PENYITAAN... ANGGA AKBAR PRAMUDIANTO



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan  Pengadilan Nomor  dengan Nomor  Register  Perkara
39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST atas Nama Terdakwa Ahmad Fathanah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-XI1/2014 Tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

xii

SKRIPSI UPAYA HUKUM PENYITAAN... ANGGA AKBAR PRAMUDIANTO



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..ottt e e I
LEMBAR PERSETUJUAN ...ttt I
LEMBAR PENGESAHAN ...ttt i
PERNYATAAN LEMBAR ORISINALITAS ...t iv
KATA PENGANTAR ..ttt ste e eneeeenes vi
ABST RAK e e a e rae e IX
A B ST R A CT e X
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.........ccccocvieiiire e, Xi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....coiiieiee e Xii
DAFTAR ISL...oc ettt rae e nee e Xiil
BAB | PENDAHULUAN ... ..ot 1
1.1 Latar BelaKang ... 1
1.2 Rumusan Masalah ............ccooviiiieiieieeee e 8
1.3 Tujuan PeNnEIITIAN ........cooiiiiiiiiieeee s 8
1.4 Manfaat Penelitian..........ccoeiviieiieii e 9
1.5 Metode Penelitian.........ccccviieiieieeie e 10
151  Tipe Penelitian. ... 10
152 Pendekatan .........ccoooveririieiieieiie e 11
1.5.3  Sumber bahan huKum...........cccoooiiiii 12
1.5.4  Prosedur pengumpulan bahan hukum ..., 13
155  Analisis bahan hukum ... 13

1.6 Pertanggungjawaban SiStematika............cocerireriiiiniiinienene e 14

xiii

SKRIPSI UPAYA HUKUM PENYITAAN... ANGGA AKBAR PRAMUDIANTO



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB Il PENGATURAN DAPAT ATAU TIDAKNYA DILAKUKAN

PENYITAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIALIHKAN

KEPADA PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK........cccoiieee 16
2.1 PendanUuIUAN ......ccooiiiiiiiece s 16
2.2 Pengertian dan Tujuan Penyitaan ..........ccccceveveereeiieieeseeiieseese e 17

2.2.1  PeNYITAAN ....coiiiicie e e 17
2.2.2  Penyitaan dalam tindak pidana Korupsi ..........ccccceeveveivieieciesnene. 25
2.2.3  Tujuan penyitaan aset hasil tindak pidana Korupsi ...........c..ccc....... 30
2.3  Pihak Ketiga Menguasai Aset dengan Itikad BaiK.............c.cccccoevvennnnnen. 32
2.4 Penyitaan Aset Pihak Ketiga ........cccocevvveviiiieiicie e 36

BAB 111 PRAKTIK PENYITAAN TERHADAP PIHAK KETIGA DENGAN

ITHKAD BAIK ..ottt 44
3.1 Pendahuluan ..o 44
3.2 Anotasi Kasus yang terjadi di INndonesia............ccccceevveveereiieieesecnnn, 45

3.21  Anotasi putusan perkara korupsi Ahmad Fathanah dengan Nomor
Register Perkara 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST .......ccccviviveviiieiieenne 45

3.22 Kasus Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Benny

Tjokrosaputro pada Perkara PT Asuransi JIWasraya ...........ccccceeeevveveereeennnn. 50
3.2.3  ANALISA KASUS....couveieieiieciesiieeeee e 54
3.3  Upaya yang Dapat Ditempuh oleh Pihak Ketiga............ccccoeevvevieriennnne. 56

3.4  Pelaksanaan Penyitaan Aset Korupsi yang Dimiliki Pihak Ketiga dengan
Itikad Baik dalam Berbagai Negara. .........ccccccveiiiiiiieiie i 61

BAB IV PENUTUP ...t 67

Xiv

SKRIPSI UPAYA HUKUM PENYITAAN... ANGGA AKBAR PRAMUDIANTO



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

4.1 KeSIMPUIAN......ooiice e 67

B2 SAFAN .. 69

DAFTAR BACAAN ...ttt 71
XV

SKRIPSI UPAYA HUKUM PENYITAAN... ANGGA AKBAR PRAMUDIANTO



